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P U T U S A N 

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pnj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

XXXX, NIK XXXX, lahir di Tuban, 17 April 1993, agama Islam, pekerjaan 

Karyawan Swasta, Pendidikan Tamat SD, bertempat kediaman di 

XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 

sebagai  Pemohon; 

melawan 

XXXX, NIK -, lahir di Surakarta, 27 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Tamat SD, bertempat 

kediaman di XXXX Surakarta Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah 

sebagai Termohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Oktober 2021 

telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 

27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 

XXXX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, 

Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 

XXXX, tanggal XXXX; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di 

XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai seorang anak 

yang bernama XXXX kelahiran Penjam Paser Utara umur 5 Tahun; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis akan pada tahun 2016, dalam rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon tidak pernah terjadi perselisihan akan tetapi tiba-tiba Termohon 

pergi ke kediaman kedua orang tuanya di Solo, dengan alasan menemani 

orang tuanya; 

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengetahui bahwa 

Termohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan 

Pemohon kesulitan untuk konfirmasi kebenaran tersebut karena sudah 

kehilang kontak dari Termohon, dengan kabar tersebut yang mengakibatkan 

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, yang kembali 

kerumah orang tuanya di Surakarta Kota Solo; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk 

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi 

untuk rukun dalam rumah tangga; 

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

Disclaimer
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2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama 

Penajam; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Subsidair; 

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap 

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati 

Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada 

dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon; 

Bahwa, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk sengketa yang 

dikecualikan dari kewajiban mediasi;  

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen berupa: 

A. Surat : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX, yang 

aslinya dikeluarkan pada tanggal 19-11-2012, bermeterai cukup dan 

telah dicap oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya 

dikeluarkan pada tanggal 09-07-2018, bermeterai cukup dan telah 

dicap oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2); 

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX Nomor: 

XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  

Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup 

dan telah dicap oleh kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3); 

B. Saksi: 

1. XXXX, lahir di Tuban, 01 September 1976, agama Islam, pendidikan 

SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten 

Penajam paser Utara, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan 

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut :  

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah 

kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri 

yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX yang saat ini 

diasuh Termohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal XXXX 

selama 5 (lima) tahun; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon harmonis, sampai pada tahun 2016 Termohon izin 

pulang ke Solo untuk menengok orang tuanya; 

- Bahwa sejak pulang ke Solo Termohon tidak pernah kembali ke 

Penajam meskipun pada tahun 2018 Pemohon bersama Saksi 

pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau pulang 

ke Penajam; 

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan 

Termohon, namun tidak berhasil; 

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan; 
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2. XXXX, lahir di Labangka, 16 November 1983, agama Islam, pendidikan 

SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX 

Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi adalah tetangga Pemohon dan 

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut :  

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi 

pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri 

yang sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX yang saat ini 

diasuh Termohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon harmonis, sampai pada tahun 2016 Termohon izin 

pulang ke Solo untuk menengok orang tuanya; 

- Bahwa setelah pulang ke Solo pada tahun 2016 tersebut Termohon 

tidak pernah terlihat tinggal di Penajam; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha yang sudah dilakukan untuk 

merukunkan Pemohon dan Termohon; 

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, 

mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan 

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya 

dan kesanggupannya serta mohon putusan;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di muka; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon 

agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh 

ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 

ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum 

Islam, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara 

ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis 

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil 

pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam 

perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut terbukti sudah tidak 

harmonis seperti yang didalilkan oleh Pemohon;  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, alat 

bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, 

berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan 

dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 
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KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat 

tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan 

selanjutnya akan dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi 

relatif dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2 

dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik 

dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan 

sebaliknya, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat 

dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal XXXX, dan antara Pemohon dengan 

Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon 

mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi dipersidangan yaitu kakak kandung dan tetangga Pemohon, maka Majelis 

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh 

Pemohon telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang 

demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta 

sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 171,174 dan 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta 

yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta 

yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua 

Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena 

itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut; 

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus; 

2. Sejak tahun 2016 Termohon izin ke Solo untuk menengok orang tuanya, 

namun Termohon tidak pernah kembali lagi meski sudah dijemput; 

3. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; 

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang 

sulit untuk didamaikan; 

2. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun; 

3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah yang sudah tidak mungkin lagi 

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah 

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang 

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : 
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Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227); 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum 

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk 

menjatuhkan talaknya kepada Termohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 117 

dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di 

depan sidang Pengadilan Agama Penajam; 

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan 

hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang 

penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau 

wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu; 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam 

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 

/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di 

Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan 

dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir 

di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;    

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

   
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami             

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. 

dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota dan dibantu oleh  Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri 

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
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Hakim Anggota, 

 

 

TTD 

 

Daru Halleila, S.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

TTD 

 

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

TTD 

 

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. 

 

 Panitera, 

 

TTD 

 

Drs. H. Karani Kutni 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1.  PNBP    

 a. Pendaftaran : Rp 30.000,- 

 b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,- 

 c. Redaksi : Rp 10.000,- 

2.  Proses : Rp 50.000,- 

3.  Panggilan : Rp 350.000,- 

4.  Meterai : Rp 10.000,- 

 Jumlah : Rp 470.000,- 

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
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